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RINGKASAN

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalamtus
pemberian kredit harus diikuti dengan pembuatan aAlRemberian Hak
Tanggungan (APHT) dan kemudian Sertifikat Hak Tamggan. Namun dalam
pelaksanaan pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedawat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) tidak perlu dilakukpembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Keadaan yang damiknenimbulkan
keinginan bagi Penulis untuk mengkaji dalam Skripdengan judul
"PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN PENGGUNAAN
SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET DI P.T. BANK RAK  YAT
INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAGETAN ”.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan sknipsi tentang
pelaksanaan pemberian Kupedes, Konstruksi hukuset 8wasa Memasang Hak
Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian Kupedes, dary&panyelamatan dan
penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan gemlisis tentang
pelaksanaan pemberian Kupedes, Konstruksi hukumit 8wasa Memasang Hak
Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian Kupedes, dary&dpanyelamatan dan
penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Tipe penulisan yang digunakan bersifat yuridis ratiin Metode
pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekadamg-undangstatute
approach) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Pemberian kredit Kupedes berdasarkan pada pringpatkhatian
(prudential banking) dan analisis yang mendalam yang mengacu padsipbnC
yaitu character, capital, capacity, collateral dan condition of economic.
Pelaksanaan pemberian kredit di P.T. Bank Rakydobrlasia (Persero) Tbk
Cabang Magetan yang berbentuk Kupedes melalui BRit dengan tahapan
prakarsa dan permohonan kredit, analisis dan esialdapedes character,

capacity, capital, collateral, condtion of economy), penetapan tipe dan struktur



Kupedes, rekomendasi pemberian Kupedes, pembartasgn Kupedes, realisasi
Kupedes, dan pengembalian kredit pada jangka weittg telah diperjanjikan.

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalambprian
kredit Kupedes di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Rejs€bk untuk selanjutnya
tidak perlu dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungatau Sertifikat Hak
Tanggungan karena Surat Kuasa Memasang Hak Tanggutidak berlaku
sepertigrosse akta yang mempunyai kekuatan seperti putusan pédagaseperti
pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga Surat &ubfemasang Hak
Tanggungan tidak mempunyai kekuatan eksekutorialraelangsung seperti
halnya dalam Sertifikat Hak Tanggungan.

Bank dalam melakukan upaya penyelamatan dan pesayatejika terjadi
kredit macet dapat melakukan beberapa strategkunéngatasinya. Penyelesaian
jika terjadi kredit macet dapat melalui jalur huk@gagatan di Pengadilan Negeri)
atau dengan penjualan di bawah tangan.

Bank dalam memberikan kredit harus didasarkan padssip kehati-
hatian dan mengacu pada 5 C serta melakukan pesgavf@onitoring) kepada
debitur setelah dilakukan pencairan kredit agaaktiterjadi kredit macet, dalam
penggunaan SKMHT dalam pemberian Kupedes di P.Tk BRakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Magetan Unit Sukomoro hendaktatus dari SKMHT itu
dinaikkan menjadi APHT sehingga mempunyai kekuateaekutorial, dan debitur

harus membayar utang beserta bunganya sesuai deyaug diperjanjikan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekaeokait dengan
masalah pembiayaan yaitu merupakan salah satur fgt@y menentukan bagi
pelaksanaan pembangunan tersebut. Biaya pembandpamasal dari berbagai
sumber antara lain dari kredit bank yang disalurkaik oleh bank pemerintah
maupun oleh bank swasta. Hal ini menunjukkan betppatingnya fungsi
perjanjian kredit itu dari segi hukumnya memenumsur-unsur yang diperlukan,
sehingga mampu menjamin agar kredit itu dapat nedudalam jangka waktu
yang telah diperjanjikan.

Keperluan akan dana guna menggerakkan roda penskamalirasakan
semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hariali sisi ada masyarakat yang
kelebihan dana, tetapi tidak mempunyai kemampuamkumengelolanya, dan di
sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki &erpuan untuk berusaha
namun terhambat karena tidak memiliki dana yang atain Untuk
mempertemukan keduanya diperlukan bank sebagai aganbintermediasi.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Urndadang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomoahurl 1992 tentang
Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun danandagiarakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyadalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam ranglemingkatkan taraf
hidup rakyat banyak.”

Dari definisi bank di atas dapat disebutkan bahaakbbmerupakan sarana yang
tepat untuk mempertemukan dua kepentingan yanp télaaikan di atas yaitu
antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yangrkegan dana.

Salah satu jenis layanan perbankan yang cukup ik memberikan
kredit kepada nasabahnya. Jika dilihat dari sudatpng ini cukup tepat
rumusan bank yang diberikan oldtac Leod, Bank is a shop for sale of
credit (Thomas Suyatno dkk: 1998, 2). Ada yang berpendapat bank sebagai
tempat meminjam uang. Inti sari dari kredit sebeyar adalah
kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagang merah
melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebergrnlgagaimanapun
bentuk, macam dan ragamnya serta dari manapunyassémta kepada
siapapun diberikannya (Sentosa Sembiring, 2000;51).



Penyaluran kredit oleh bank selaku lembaga pemarktauangan kepada
masyarakat yang membutuhkan modal, selalu dituangkiam suatu perjanjian
sebagai landasan hubungan hukum diantara kredituddbitur. Dengan adanya
fasilitas kredit yang merupakan salah satu jenjadan perbankan hal tersebut
sangat berperan bagi perkembangan dunia usaha etekopomian nasional.
Fasilitas kredit sangat membantu bagi pengusaha Yakurangan modal,
terutama bagi pengusaha kecil dan menengah. Perén gemerintah sangat
diperlukan dalam mendorong perkembangan dunia usahd#ama bagi mereka
(pengusaha kecil dan menengah) yang mempunyai gotetapi kekurangan
modal untuk usaha. Dengan demikian harus ada kelbijdari pemerintah untuk
lebih memperhatikan pengusaha kecil dan meneng@hBBnk Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usah& Mdgara (BUMN) yang
mempunyai fasilitas kredit mikro.

“Kredit mikro adalah Kredit Umum Pedesaan yang rgataya disingkat
Kupedes merupakan kredit yang dilayani di BRI UWiah diberikan dalam
mata uang rupiah. Kupedes adalah kredit yang bénsmhum, individual,
selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan unt@ngembangkan atau
meningkatkan usaha mikro yang layak (Pedoman Patalks Kredit
Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Perserof)£0hal. 1 dari 4).”

Penyaluran kerdit oleh lembaga perbankan merupa&kah satu bidang
usaha ¢ore bussines) yang mempunyai tingkat risikadégree of risk) sangat
tinggi sehingga bank dituntut agar bertindak ekstadi-hati dan profesional.
Sikap kehati-hatian itu perlu karena bank adalahblga pengambil alih risiko
(risk taker), bukan penghindar risika@igk avoider). Bisnis perbankan merupakan
bisnis menghitung, mengidentifikasikan dan sekalignengatasi risiko agar
menjadimanageable.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah hawdasarkan pada
prinsip kehati-hatianpfudential banking). Hal itu sesuai dengan ketentuan pada
Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terRangbahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan deéagas menyatakan bahwa
perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanyaadseké&n demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatisamkBdalam memberikan



kredit harus berlandaskan pada ketentuan PasahB(Aydan (2) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:
Pasal 8 Ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasalfkansip Syariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkanlissmayang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggisabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pemdmydimaksud
sesuai dengan diperjanjikan”.

Pasal 8 Ayat (2):

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedomarkiitan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuaiadeketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Bank dalam melakukan persetujuan permohonan kigatity mengadakan
analisis kredit, apakah permohonan layak diterineu éidak. Dalam dunia
perbankan yang digunakan untuk menganilis kredjtirthkkan metode 5 C, yang
meliputi penilaian terhadap watakCHaracter) calon debitur, kemampuan
(Capacity), modal Capital), jaminan atau agunanCdllateral) dan kondisi
ekonomi atau prospek usal@ofdition of economic).

Dalam dunia perbankan, pemberian fasilitas kreatikapdebitur, umumnya
mensyaratkan adanya suatu jaminan. Pada dasarmymaja dalam dunia
perbankan dapat dibedakan ke dalam jaminan umurjadanan khusus.

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagem@&man semua
kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan deBi&nda jaminan itu tidak
ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan kusgorang kreditur. Jaminan
umum timbul dari Undang-undang, yaitu berdasar gasal 1131 KUHPerdata
yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si beghutaik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ad@umayang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segal&a@m seseorang.

Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang dip#gn terlebih
dahulu antara pihak yang berkepentingan. Jaminamsush dapat dibedakan
menjadi beberapa bentuk, antara lain sebagai keriku

1. Gadai, diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdatagaten tentang
jaminan khusus atas benda bergerak;

2. Hipotik, diatur dalam Pasal 1162-1232 KUHPerdatangatur tentang
jaminan atas benda tidak bergerak;



3. Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-undang Nonibalun 1996

tentang Hak Tanggungan;

4. Jaminan Fiducia, diatur dalam Undang-undang Nor@oFahun 1999

tentang Jaminan Fiducia (Sentosa Sembiring, 20D0:73

Tanah sebagai jaminan pembayaran utang dimaksubkbwa tanah
tertentu oleh yang berhak menjaminkan dibuat camlarsgcara khusus kepada
kreditur untuk lebih meyakinkan bahwa utang dadraeg debitur akan dilunasi
pada saat yang diperjanjikan. Untuk memenuhi kaengikreditur, maka tanah
yang digunakan sebagai jaminan kredit itu haruslzhbi dengan hak jaminan.

Lembaga jaminan atas tanah ini adalah Hak Tanggua@ges Tanah, yang
merupakan salah satu lembaga jaminan yang diharapkampu untuk
mempemudah dan mampu memberikan perlindungan hudagn kreditur jika
terjadi suatu hal debitur tidak dapat melaksandkamajibannya (wanprestasi)
karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu gseatdu karena adanya keadaan
memaksadvermacht). Serta memberikan perlindungan hukum bagi senthekp
yaitu debitur itu sendiri dan pihak ketiga yangtikiempunyai kepentingan dalam
hal tersebut. Dengan demikian tujuan hukum untukdapatkan keadilan dengan
menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing miapat terwujud.

Hak Tanggungan tersebut merupakan jaminan atahk tamak pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutam&kaada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahyiga debitur cidera janji,
kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjuahlmebelelangan umum
tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuantpexa perundang-undangan
yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dari Urdd®ditur lain. Kedudukan
yang diutamakan tersebut sudah barang tentu tidekgurangi preferensi
piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketenthakum yang berlaku
(Hassanudin Rahman, 1998:195).

Untuk mendapatkan pelunasan hutang lebih dahulukdeditur lainnya
(droit de preference) diperlukan alat bukti yang kuat, salah satunydaloeakta
otentik. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMé¢bagai salah satu
dokumen dalam perjanjian kredit dengan Hak Tanggnnhmerupakan suatu akta
otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang. Dengdanya Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), maka sejak saattatah terjadi



perbuatan hukum berupa pemberian kuasa pembebaalariT&hggungan oleh
debitur kepada pihak bank sebagai kreditur. Akjiirtouatan hukum itu, maka
timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajilukhlaksendiri oleh
pemberi hak tanggungan, hanya apabila benar-beparlukan yaitu dalam hal
pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapBAT diperkenankan
menggunakan Surat Kuasa Memasang Hak TanggungaviH¥K Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) itu merupakan dwasa yang diberikan
langsung oleh pemberi Hak Tanggungan kepada PeRdrabuat Akta Tanah.
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan ( SKMHT) itushenemenuhi syarat
dan muatan yang terdapat di dalam Pasal 15 Undatgrg Hak Tanggungan.
Dalam hal pemberian hak tanggungan dilakukan mefimat Kuasa Memasang
Hak Tanggungan (SKMHT) maka kuasa yang diberikasetaut tidak dapat
ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh sedphpun kecuali kuasa tersebut
telah dijalankan atau telah habis jangka waktunya.

Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan HEKMEiatur
dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) Undang-undang Halggungan bahwa Surat
Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pémankredit wajib
diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggnrdalam jangka waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah dibefkatuk tanah yang sudah
terdaftar) dan 3 (tiga) bulan (untuk tanah yanguimeterdaftar). Namun dalam
ayat (5) dijelaskan ketentuan yang dimaksud dalgah @) dan (4) tidak berlaku
dalam Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHB@ridan untuk
menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam tpeaa perundang-undangan
yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Baddertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Bévadktu

Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak TanggunganH$KMntuk

Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu, dalansaPd menyatakan
bahwa Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHangy
digunakan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis Kré&tbaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dikdsk Indonesia
No0.26/24/KEP/Dir tanggal 29 mei 1993 tersebut diaawni berlaku

sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanpakok yang

bersangkutan:

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;



Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan untuk pengediaimabh;

Kredit Produktif yang diberikan oleh Bank Umum ddank

Perkreditan Rakyat dengan plafon kredit tidak miebRp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), antara lain:

a. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) BRI,

b. Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh baskngrintah),
(Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadantaRahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Béftgu
Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak TanggunganH3KM
Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu).

wn

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa penggunasat Buasa Memasang
Hak Tanggungan (SKMHT) untuk menjamin pelunasarsjgmis kredit tertentu
berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunyanfian pokok, dalam hal ini
termasuk juga penggunaan Surat Kuasa Memasang &tagglingan (SKMHT)
dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Rakkat Indonesia. Hal
itu berbeda dengan berakhirnya pemberian kuasa mmenBasal 1813
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pemberian ktadserakhir jika ditarik
kembali oleh pemberi kuasa, pemberitahuan pengirertiiasa oleh penerima
kuasa, meninggalnya, dalam pengampuannya ataunpaili pemberi maupun
penerima kuasa dan perkawinannya perempuan yandenian atau menerima
kuasa. Dalam kenyataannya terjadi kesalahpahamamgemai Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) itu sendiri, disagptu banyak yang
tidak memahami secara utuh mengenai prosedur damatakukum dari
penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan H$KXMdlalam
pelaksanaan pemberian kredit bank.

Setelah seluruh proses pemberian kredit, pembKuasa Memasang Hak
Tanggungan telah selesai dilakukan, maka perlu rlogpkan bank adalah
kelancaran pelunasan kredit. Sebab bank juga akamgatami kemungkinan
terjadi resiko adanya kredit macaboK performing loan).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbulgkean penulis untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentugssikdengan judul:
“PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DENGAN
PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN
(SKMHT) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MAC ET



DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG
MAGETAN".

1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikenawkakeberapa
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Umum Peau@sbdPEDES)?
2. Bagaimana konstruksi hukum Surat Kuasa Memasang Tiakgungan
(SKMHT) dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUBE]?
3. Bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaiantgiadi kredit

macet?

1.3Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini agar memperoleh sasaran yhkehendaki perlu
kiranya diterapkan tujuan penulisan. Adapun tujpenulisan dibagi menjadi dua,
yakni tujuan umum dan tujuan khusus.
1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir serta enein salah satu
persyaratan untuk menyelesaikan program studi leukum dan meraih
gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum di FakuHukum
Universitas Jember;

2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum tedaly diperoleh
dalam perkuliahan dengan praktek yang telah teriadam kehidupan
bermasyarakat;

3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada alatar, khususnya
sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perbankaa panumnya
mengenai Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak Tajajgu
(SKMHT) sebagai Jaminan Kredit Umum Pedesaan (Kegedi P.T.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang MadétanSukomoro.



1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pembg&riadit Umum
Pedesaan (Kupedes);

2. Untuk mengkaji dan menganalisa konstruksi hukuns gianggunaan
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalambprian
Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES);

3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelamaaanpényelesaian

kredit macet.

1.4Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini memerlukan metode penelitsehingga penulisan
skripsi dapat memenuhi syarat sebagai suatu kbryah. Metode dapat diartikan
sebagai suatu prosedur dan rangkaian cara sistedaddim mencari, menemukan,
mengembangkan, dan menganalisis permasalahan jsajdsah untuk mencapai
kebenaran yang maksimal. Metode merupakan suatek agng penting dan
harus dikemukakan secara rinci dan jelas.

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukaiana hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukiggmna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dakmlgan skripsi ini adalah
yuridis normatif yang berarti mengkaji permasalahsang diangkat dengan
menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalaranmydositif. Maksudnya
adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peratumgtundang-undangan yang
berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang Retar(Mahmud Marzuki,
2005:35).

1.5Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode peamd® undang-
undang $tatute approach) yaitu suatu pendekatan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut pagadesu hukum yang sedang
dihadapi. Dalam metode pendekatan peraturan pemgrgadangan perlu
memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturandamg-undangan. (Peter
Mahmud Marzuki, 2005:93-94)



1.6Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh antara lain dari :

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum pargfat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum prineerdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atalahrigalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.r (Fetemud Marzuki,
2005:141). Bahan-bahan hukum primer dalam penuBgapsi ini terdiri atas
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undanghddol0 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Noma@hdnT 1992 tentang
Perbankan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadartaRahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas WaktggBeaan SKMHT
untuk menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu,n d@eraturan Bank
Indonesia Nomor 8/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kasl Aktiva Bank
Umum.

b. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hulukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekundmdpenulisan
skripsi ini meliputi buku-buku teks yang berkaitéd@ngan Penggunaan Surat
Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam P&jakjredit Mikro
(Peter Mahmud Marzuki, 2005;141).

1.7 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, penulis melakukan lamdg&ngkah dalam
penelitian hukum, yakni (1) mengidentifikasi fakiakum dan mengelimir hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yaewdak dipecahkan; (2)
pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipgndnempunyai
relevansi dengan bahan-bahan non hukum; (3) medaktdaah atas isu hukum
yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum ya&ugngulkan; (4) menarik
kesimpulan berdasarkan argumentasi yang menjawab higkum; dan (5)
memberikan preskrisi berdasarkan argumentasi yabgh tdibangun dalam
kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 171).



Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun sesatamatis dan
terarah, serta teranalisis dengan metode preghkalitatif. Pemberian preskripsi
bukan merupakan suatu yang telah ditetapkan atag sadah ada. Oleh karena
itulah yang dihasilkan dalam oleh peneliti hukunkadpun bukan asas hukum
yang baru atau teori baru, paling tidak argumentaaiu. Bertolak dari
argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sei@ngreskripsi tersebut bukan

merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosotey (®@hmud Marzuki, 2005:
206-207).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1Bank
2.1.1 Definisi Bank

Bank merupakan suatu badan usaha yang tugas utaradajah sebagai
badan usaha yang menyimpan dana dari pihak yangbikah dana dan
menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan @daa,dengan kata lain
bank sebagai perantara keuangénafcial intermediaries) antara pihak yang
kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Untuk memberikan pengertian dari badan usaha baaikandiperlukan
suatu penjabaran. Adapun pengertian bank menunalapat beberapa ahli antara
lain:

1. Menurut Pierson dalam buku Pratama Rahardja
Bank adalah badan yang menerima kredit, maksuddgéala badan
yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bggtokdeposito
berjangka dan tabungan (1997:65).

2. Menurut Somary dalam buku Pratama Rahardja
Bank adalah badan usaha yang memberikan kreditdkepasabah,
baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menertgah panjang
(1997:65).

3. Menurut O.P Simorangkir
Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga gegugmang
bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapemberian kredit
itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau derdmma-dana yang
dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jaemperedarkan
alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (2804:1

Pengertian tentang bank juga terdapat dalam Paaapka (2) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atdand-undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun danandasiarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakamdbentuk

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangieningkatkan taraf

hidup rakyat banyak”

Dari pengertian tersebut, maka secara sederhanat dhemukakan
bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadtam hyang bergerak

dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukuantibeecara yuridis adalah



merupakan subjek hukum yang berarti dapat mengkatiiri dengan pihak
ketiga.

2.1.2 Fungsi Bank

Lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakarsan dari
sistim keuangan setiap Negara. Bank merupakan lgankeuangan yang menjadi
tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasigpun perorangan
menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan Oarbagai jasa yang
diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan sedkncarkan mekanisme
sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomieom@s Suyatno dkk; 1999,
Xi).

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasandalu lintas
pembayaran. Adapun fungsi dari bank umum adalah:

a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur unpitjamkan pada
pihak lain, atau membeli surat-surat berharga

b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang

c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementda& tligunakan,
misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran dan-lain

d. Menciptakan kredit yaitu dengan cara menciptakgoosiéo yang sewaktu-
waktu dapat diuangkan dan kelebihan cadangannya.

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanadéegiatan
tertentu atau memberikan perhatian yang lebih blkspada kegiatan tertentu.
Yang dimaksud "dengan mengkhususkan diri untuk kselaakan kegiatan
tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegipganbiayaancjangka panjang,
kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembapegagusaha ekonomi
lemah/pengusaha kecil, pengembangan sektor nonsmagn pengembangan
pembangunan perumahan (Hermansyah, 2007:21).

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat berfungsi selieghiin usaha bank
yang menerima simpanan hanya dalam bentuk depbsitangka, tabungan
dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakargade itu (Muhammad
Djumhana, 1996:75-76).



2.1.3 Jenis-jenis Bank

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonedagat dilihat dari
ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor a@um 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 199@ngrPerbankan yang
membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum damnkBPerkreditan Rakyat.
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatmausecara konvensional
dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalanateegya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dmdakdengan Bank
Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakamatka usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syaaaly yalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembagian jenis bank tersebut hanya mendasarkansead fungsi bank,
dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup damasb&egiatan yang dapat

diselenggarakannya.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank pada umumya adalah mengumputkara,
memberikan kredit, mempermudah sistem pembayaran p#aagihan, serta
memberikan jasa keuangan lainnya misalnya, bergmaberian garansi bank,
menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berl{gafe deposit box),
melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dedgiatan dana pensiun,
kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lairdbsarkan kontrakirust), dan
sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentagrpgmkan jo
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbafkeal 6 Usaha Bank
Umum meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk siemparerupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungdem/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan utang;



. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

. Memindahkan wuang baik untuk kepentingan sendiri puau untuk
kepentingan nasabah;

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atauinjaemkan dana
kepada bank lain, baik dengan menggunakan suranaaelekomunikasi
maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lginnya

. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat bexrhdan melakukan
perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;

. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan baragarga;

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentinganlpiaa berdasarkan suatu
kontrak;

Melakukan penempatan dana dari nasabah kepadaahasaibhnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di befiesl

. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua magebagian dalam hal
debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bankgale ketentuan agunan
yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu krethn kegiatan wali
amanat;

. Menyediakan pembiayaan dan/atau melaksanakan &agiain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yanggken oleh Bank Indonesia;
. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan olednk sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan perapgamdang-undangan
yang berlaku.

Sedangkan usaha yang dapat dilakukan oleh Bankdeidn Rakyat,

sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tdi9@8 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 199&ngnPerbankan,

meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sienpderupa deposito

berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamaé&agan itu.

b. Memberikan kredit.



c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana bek@againsip syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Balunésia.
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Ban#toriesia (SBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan adungan pada bank lain

2.2Kredit
2.2.1 Definisi Kredit

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentarglfahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbafesal 1 angka (11)
dirumuskan bahwa:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yamgatddipersamakan
dengan itu, berdasarkn kesepakatan atau persetpjofam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan piekinjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentugatenpemberian
bunga.”

Menurut Muhammad Djumhana, menyatakan bahwa:

Kata kredit berasal dari bahasa Romewmedere yang berarti percaya. Jadi
dasar dari kredit adalah kepercayaan atau keyaldaankreditur bahwa
pihak lain pada masa yang akan datang akan sanggupenuhi segala
sesuatu yang telah diperjanjikan, apa yang dip@gnitu dapat berupa
barang, jasa dan uang (1996:229).

2.2.2 Macam-macam Kredit
Menurut Gatot Supramono, dalam praktek perbankaedikryang

diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat lokelberapa segi sebagai

berikut:

a. Menurut Jangka waktunya

1) Kredit jangka pendeksfiort term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu

maksimum satu tahun. Bentuknya dapat berupa kre##ning Koran,
kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wegaja dapat berbentuk
kredit modal kerja yakni kredit untuk membiayai k&ihan modal kerja

usaha atau proyek.



2) Kredit jangka menengatmédium term loan) yaitu kredit berjangka waktu
antara satu tahun sampai tiga tahun, bentuknyapaekwedit investasi
jangka menengah.

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangkakiu lebih dari tiga
tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya,uy&itedit investasi
yang bertujuan menambah modal perusahaan dalamkarangtuk
melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), @egmipian proyek baru.

b. Menurut Kegunaannya

1) Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepadasabah untuk
keperluan penanaman modal yang bersifat ekspewsiemisasi maupun
rehabilitasi perusahaannya.

2) Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan uktkepentingan
kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit iniarsasiya untuk
membiayai biaya operasi usaha nasabah.

3) Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan bank kep nasabah semata-
mata untuk kepentingan profesinya.

c. Menurut Pemakaiannya

1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepad@sabah untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Kredit produktif yaitu kredit yang ditujukan untukeperluan usaha
nasabah agar produktifitasnya akan bertambah miaatingni biasanya
berupa kredit investasi dan kredit modal kerja.

d. Menurut Sektor yang Dibiayai

Adapun macam-macam kredit yang diberikan kepadabadsyang dipandang

dari sektor yang dibiayai bank, sebagai berikuedkr pertanian, kredit

pemborongan, kredit perdagangan, kredit peterndiadit perhotelan, kredit

percetakan, kredit pengangkutan, kredit perincastri

2.3Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan Hutang
2.3.1 Definisi Perjanjian Kredit
Sebelum menguraikan tentang pengertian perjanjiaditk perlu kita

ketahui pentingnya suatu perjanjian yang nantinydahirkan suatu perikatan.



Fungsi utama dari perjanjian itu sendiri adalah imemkan kepastian hukum
tentang mengikatnya suatu perjanjian antara pdrakpsehingga prinsip-prinsip
dalam sistim hukum civil law dan common law hanypat diberlakukan jika
perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjarifiangertian perjanjian diatur
dalam Buku Ketiga KUHPerdata yang berjudul tent&®gikatan, yaitu Pasal
1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, perjanjiatah suatu perbuatan
hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanya terhadap satu
orang atau lebih.

Apabila antara dua orang atau lebih tercapai spanyesuaian kehendak
untuk mengadakan suatu ikatan, maka terjadilalram@reka suatu persetujuan.
Terjadinya penyesuaian kehendak dapat dilakukamraetisan dan tertulis.
Pengertian perjanjian dapat disebutkan unsur-yresj@anjian yaitu:

Sedikitnya dua pihak;

Persetujuan para pihak;

Tujuan yang akan dicapai;
Prestasi yang harus dilaksanakan;

Bentuk tertentu;
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Syarat-syarat tertentu.
Prof. R. Subekti, S.H. mendefinisikan pengertiarrjgmgian sebagai
berikut:

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orangaling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa timbuwuatu hubungan
antara dua orang yang tersebut yang dinamakanapenikPerjanjian itu
menerbitkan pada suatu perikatan antara dua orang ynembuatnya.
Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu raregkgierkataan yang
mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkardéulis (1992:1).
Perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H. alalauatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih salenpikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekay@aatu perjanjian
mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak apgiéiganjian itu dibuat
secara sah (2000:78).
Untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pas20 X3JHPerdata yang
memerlukan empat syarat yaitu:

1. Kata sepakat antar para pihak;



Kata sepakat dalam perjanjian adalah suatu keadfmrana terdapat
persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang memipexssetujuan
mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Terdapatihgan timbal balik yang
sama-sama dikehendaki oleh kedua belah pihak, &katm ini dibuat
dengan sukarela, bebas dari paksaan siapapun. Dewlgaya kata sepakat
ini, maka perjanjian sudah mengikat kedua belahakpildan dapat
dilaksanakan.

2. Kecakapan para pihak;
Orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap dewasa dalam
melakukan suatu perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sgbagestasi yang harus
dipenuhi dan merupakan objek dalam perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal.
Sebab yang halal adalah sebab dari dalam artieigamgian itu sediri yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh paekpilujuan merupakan
sebab dari adanya perjanjian dan tujuan yang ditke@m Undang-undang
harus halal.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwaa@ewanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangnkagka yang membuatnya,
suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali seldengan sepakat kedua belah
pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undatapgndinyatakan cukup
untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan deritikad baik.

Berdasarkan uraian tentang perjanjian secara undapat diketahui
pengertian perjanjian kredit yaitu :

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuldari penyerahan
uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasiupekatan antara
pemberi dan penerima peminjaman mengenai hubungawmalgan hukum
antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensiilgator (Mariam
Darus Badrulzaman, 1991 : 32).

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu di@ada dalam

semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalatusperjanjian pinjam-



meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdata pa& $ampai dengan pasal
17609.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam menmnjaang diatur dalam
pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUtiRea), bahwa :

Pinjam mengganti adalah persetujuan dengan manak pfang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlalenéurt barang-barang
yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syaratabpihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yan@ stari macam dan
keadaan yang sama pula.

Perjanjian kredit memiliki pengertian secara khuglai :

Perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. 8egai perjanjian prinsipil,

maka perjanjian jaminan adalabssesornya. Ada dan berakhirnya

perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian poké&Ri riil ialah

terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh peayem uang oleh bank

kepada nasabah debitur (Hermansyah, 2006:71).

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit dibuatlata bentuk perjanjian
baku gtandart contract). Dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanykma
posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkintuk melakukan negosiasi

atau tawar-menawar.

2.3.2 Pengertian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDEYS)

Kredit yang diberikan oleh P.T. Bank Rakyat IndaadsPersero ) Tbk.
Cabang Magetan bagi masyarakat pada umumnya bekbétredit Umum
Pedesaan (KUPEDES). Kredit Umum Pedesaan (KUPERHS&ah kredit yang
diberikan untuk mengembangkan atau meningkatkamadgssaha kecil yang
sudah ada di pedesaan, baik usaha-usaha yang addakebelumnya pernah
dibantu dengan fasilitas kredit mini/kredit midindgnis kredit yang lain maupun
usaha-usaha dari calon nasabah debitur yang bagal(lManual Kredit BRI,
2007:3).

Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis dM{kPPK-BM ),
Juni 2004, bahwa :

Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) adalah kredit yagrgitat umum,
individual, selektif dan berbunga wajar yang berduny untuk
mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro ygag (@&ligible ). (
PPK-BM.2004 ; hal. 1 dari 4 ).



Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dapat diberikan kunsemua

kebutuhan pembiayaan usaha miknmicfofinancing) di masyrakat dengan

prosedur yang relatif mudah dan sederhana, baikkunfuan produktif maupun

konsumitif.

2.3.3 Penggolongan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Menurut Pedoman Pemberian Kredit Mikro BRI, dalaramperian

Kupedes ada dua golongan masyarakat yang dijadésaran, yaitu :

a.

Golongan Pengusaha

Yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagairssonomi yang ada di

wilayah kerja BRI Unit, yang usahanya benar-bemagak untuk diberikan

Kupedes.

Golongan Berpenghasilan Tetap ( Golbertap )

Golbertap yang dapat dilayani Kredit Umum PedegK&HPEDES) yaitu :

1) Semua Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalanatuiRer
Pemerintah No. 6 Tahun 1974 Bab | Pasal 1

2) Pensiunan dari pegawai/pekerja golongan berperighastap

3) Pekerja tetap dari perusahaan swasta

Selain itu, berdasarkan tujuan penggunaannya, Ktéaium Pedesaan

(KUPEDES) dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu :

a.

Kupedes Modal Kerja ( eksploitasi )

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur kinfueembiayai modal
kerja yang bersangkutan.

Kupedes Investasi rehabilitasi, modernisasi, eksipatau pendirian usaha
baru

Merupakan kredit bagi debitur untuk pembelian bg+#aarang modal dan jasa
yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasipaksi atau pendirian usaha
baru.

Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap (Golberyepg dapat digunakan

untuk pembiayaan usaha produktif dan konsumtif.



2.3.4 Akta Pengakuan Hutang

Berdasarkan Pasal 224 HIR ada dua bentuk grosse yaliu grosse
hipotik dan grosse akta pengakuan hutang yang gwasasing bentuk grosse akta
tersebut murni berdiri sendiri dan tidak boleh dipar aduk serta pada masing-
masing bentuk grosse akta tersebut dengan seralinmgnurut hukum telah
melekat kekuatan hukum eksekusi (Yahya Harahaph:198).

Bentuk grosse akta pengakuan hutang sebagai sdrakiam yang
penggunaannya untuk melayani pinjaman kredit yaagsKala kecil, terutma
diperuntukkan pemanfaatannya bagi anggota masyaksa dan menengah.
Pada satu pihak diaturlah tata cara pembuatanmyaraséebih sederhana dan
dengan biaya yang relatif kecil agar masyarakatrangang akan mengadakan
ikatan kredit dapat terlayani, tetapi pada segi &ar kepentingan kreditur dapat
terjamin lebih pasti kepada grosse akta pengakugang diberi kandungan
kekuatan eksekusi (Yahya Harahap, 1995:201).

Menurut Yahya Harahap, akta pengakuan hutang adaiatu dokumen
perjanjian pokok yang berdasar perjanjian pokolsetent dilanjutkan dengan
pernyataan pengakuan hutang oleh pihak debitur, planyataan pengakuan
hutang itu dituangkan dalam bentuk dokumen aktarizo(1995:206).

2.4 Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian Hak Tangggungan sebagaimana disebutidm Pasal 1 ayat
(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Halgdiangan atas Benda-
benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah:

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanagaiehana dimaksud
dalamUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang WaratDasar
Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut Bafbenda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, tanahgsaln utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepaelditkr tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain.

Menurut E. Liliawati Mulyono menyatakan:

Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utamgah dibebani hak

tanggungan, tanah tersebut harus memenuhi syaredtsebagai berikut:

1. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijdmarupa uang;

2. Termasuk hak yang didaftar dalam Daftar Umum, karémrus
memenuhi syarat publisitas;



3. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karenabilpalebitur
cidera janji maka benda yang dijaminkan akan digi@ahuka umum;
4. Memerlukan penunjukkan dengan Undang-undang (2693:2

Ada bebarapa asas dari Hak Tanggungan yang mendredbaik
tanggungan dari jenis dan bentuk jaminan-jaminangitainnya, yaitu:
Hak Tanggungan bersifat memaksa;
Hak Tanggungan dapat beralih atau dipindahtangankan
Hak Tanggungan bersifat individualiteit;
Hak Tanggungan bersifat menyeluruh;
Hak Tanggungan tidak dapat dipisahkansplitsbaarheid);
Hak Tanggungan berjenjang atau ada prioritas yahgatas yang lainnya;

Hak Tanggungan harus diumumkan (asas publisitas);
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Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tanganagiap objek Hak
Tanggungan itu beraddrpit de suite);

9. Hak Tanggungan bersifat mendahuldrigjt de preference);

10.Hak Tanggungan sebagdura in Re Aliena atau yang terbatas (Kartini
Mulyadi, 2006:143).

2.5Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT)
2.5.1 Definisi Surat Kuasa Memasang Hak TanggungafsKMHT)

Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak Wiatur dalam Bab
XVI KUHPerdata. Pada Pasal 1792 KUHPerdata mengatddahwa, pemberian
kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana sepeoeanberikan kekuasaan
kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas mganenenyelenggarakan
suatu urusan.

Dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata, ditentuleiwl pemberian
kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mendemgia satu kepentingan
tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu séggdantingan si pemberi kuasa.
Dengan pemberian kuasa khusus ini, pemberi kuapat daemberikan kuasa
kepada penerima kuasa khusus hanya untuk melakindakan hukum tertentu,

baik yang berkaitan dengan pengalihan keadaan,pe@mbegunan atau jaminan



kebendaan, maupun hal-hal yang berhubungan derggabahan harta kekayaan

si pemberi kuasa.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Halggungan
maupun peraturan terkait lainnya, pengertian mesig8orat Kuasa Memasang
Hak Tanggungan (SKMHT) tidak diatur secara khus&ghingga untuk
menjelaskan mengenai pengertian Surat Kuasa Meablak Tanggungan
(SKMHT) digunakanlah pendapat ahli hukum yang bereten dibidangnya.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman Surat Kuasa MenmasHak
Tanggungan (SKMHT) adalah surat kuasa yang diberigleh pemberi Hak
Tanggungan sebagai pemberi kuasa kepada penerirasa kkhusus untuk
membebankan suatu benda dengan Hak Tanggungan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UndatapgnNomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebuikAwa, Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dimuat dengkia notaris atau
akta PPAT dan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hulaim dari pada
membebankan Hak Tanggungan;

2. Tidak memuat kuasa substitusi karena bukan merapakdstitusi jika
penerima kuasa memberikan kepada pihak lain daagka penugasan untuk
mewakilinya;

3. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungarajuotang dan nama
serta identitas debitur apabila debitur bukan pentbek tanggungan.

Terhadap Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMi#ng
diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang dipdan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Pasayelt3) dan (4) Undang-
undang Hak Tanggungan tidak berlaku. Dalam hubumgardengan jaminan
pemberian kredit telah dikeluarkan Peraturan Menfgraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentangt&sare Batas Waktu
Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan HIKMJntuk
Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu, yangadalPasal 1 menyatakan
bahwa:

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) yaperitian untuk
menjamin pelunasan Kredit Usaha Kecil atau KredkrM sebagaimana



dimaksud dalam Surat Keputusan Bank Indonesia N&6(24/KEP/Dir
tanggal 29 mei 1993 tersebut di bawah ini berlatamai saat berakhirnya
masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan
1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
2. Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan untuk pengadperumahan;
3. Kredit Produktif lain yang diberikan oleh Bank Umudan Bank
Perkreditan Rakyat dengan plafon kredit tidak mbiebRp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), antara lain:
a. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) BRI,
b. Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh bastkerintah)

2.5.2 Jangka Waktu Surat Kuasa Memasang Hak Tangguwan (SKMHT)

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Undag-undang Nomdradun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendiabgang Berkaitan
dengan Tanah, jangka waktu berlakunya Surat Kuasamddang Hak
Tanggungan (SKMHT) pada asasnya terbatas sampgditgra peristiwa
pemberian Hak Tanggungan, dan dalam Pasal 15 Ayatah Pasal 15 Ayat (4)
dibatasi, yaitu pada asasnya hanya berlaku 1 (batah saja, kecuali untuk hak
atas tanah yang belum terdaftar dan untuk kreditikrtertentu (J. Satrio,
1998:191).

2.6 Penggolongan Kolektibilitas Kredit Berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia No0.8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Reuran Bank
Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kuali® Aktiva Bank
Umum

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Ban#tonesia

No0.8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturannk Bandonesia

No0.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas AktivanB Umum, kualitas kredit

dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas,yaitu:

a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:

1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif;

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai



b. Kredit dengan perhatian khusus, yaitu apabila meimétriteria:

1)

2)

3)
4)
5)

1)

2)
3)
4)
5)
6)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)
3)

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungay yaelum
melampaui 90 hari; atau

Kadang-kadang terjadi cerukan (saldo negatif paklaning nasabah yang
tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari); atau

Mutasi rekening relatif rendah; atau

Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak ygregjdnjikan; atau
Didukung oleh pinjaman baru.

Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kiéter

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bumgptgah melampaui
90 hari; atau

Sering terjadi cerukan; atau

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikanHetari 90 hari; atau
Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapiudeatau

Dokumentasi pinjaman yang lemah.

Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kidte

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bumgatgah melampaui
180 hari; atau

Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

Terjadi kapitalisasi bunga; atau

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanka&dit maupun

peningkatan jaminan.

Kredit macet, apabila memenuhi kriteria:

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bumgptgah melampaui
270 hari; atau

Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman betay

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidakat dicairkan

pada nilai wajar.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (igades) di P.T. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Magetan UniSukomoro

Bank dalam menjalankan fungsinya sebadimancial intermediary
berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang NomdrahQn 1998 tentang
Perbankan dikemukakan bank adalah badan usahanyanghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkakepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lairsglam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiaya bank berhubungan
langsung dengan masyarakat, jadi bank dalam mekpta usahanya harus
menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercerminardalkebijakan pokok
perbankan, tata cara penilaian kualitas, profeigma serta integrasi pejabat
bank, agar bank tetap mendapat kepercayaan dayanaiat karena bidang usaha
perbankan mempunyai tingkat resiko sangat tinggi.

Salah satu bidang usaha bank yang mempunyai tingkikb sangat tinggi
adalah pemberian kredit. Sebagai salah satu banknuyang juga melayani jasa
perbankan, P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero)jdtk mempunyai fasilitas
kredit yang diperuntukkan bagi nasabah. Usahadisikro merupakan salah satu
segmen bisnis yang ada di BRI Unit yang merupakatussistem perbankan
yang dilaksanakan oleh BRI Unit dalam menjalankarg$inya sebagdiinancial
intermediary untuk pembiayaan usaha mikro. Program Kredit UnRedesaan
(Kupedes) merupakan salah satu produk P.T. Bank/d@dkdonesia (Persero)
Tbk yang ditujukan bagi pengusaha kecil dan merfengang dalam prakteknya
tertuang dalam Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). dagpadalah kredit yang
bersifat umum, individual, selektif, dan berbunngajar yang bertujuan untuk
mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yamngk.laKupedes
merupakan kredit yang dilayani BRI Unit dan dibarikdalam mata uang rupiah.
Kupedes dapat diberikan untuk semua kebutuhan pgadm usaha mikro
(microfinancing) di masyarakat dengan prosedur yang relatif mudalm
sederhana, baik untuk tujuan produktif maupun korigu Besarnya plafond

Kupedes adalah sampai dengan Rp. 50.000.000,- @whéh juta rupiah) yang



sumber pembayaran kembali kreditnya berasal a@ahflow usaha dan atau dari

pendapatan tetap peminjam (PPK-BM BRI, 2004:2).

Proses pemberian kredit terjadi perjanjian kreditag kreditur dengan
debitur sebagai dasar pengikatan pemberian kredselbut. Pemberian kredit
disini menggunakan dasar perjanjian pinjam-meminjg@bagai mana diatur
dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Dalam pemberian kiteddicantumkan antara
lain jumlah fasilitas kredit yang diberikan serawajiban debitur untuk melunasi
pinjaman dengan jangka waktu tertentu dan jumlahgautertentu. Dalam
pemberian fasilitas kredit Kupedes yang diberikdahoP.T. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Thk Cabang Magetan Unit Sukon{gang selanjutnya
disebut BRI Unit Sukomoro), pemberian kredit tenwadalam blanko Surat
Pengakuan Hutang (SPH) yang telah disediakan olélakpbank. Surat
Pengakuan Hutang (SPH) diserahkan kepada debituk whsetujui dan tanpa
memberikan kebebasan sama sekali kepada pihakri#ik negosiasi atas syarat-
syarat yang diberikan. Pemberian kredit yang tegudalam Surat Pengakuan
Hutang yang dibuat dibawah tangan, dengan bermatekap yang kemudian
mendapatvaarmerking dari pejabat yang berwenang (Legal Manual Kredi,B
2007:51).

Proses pengajuan permohonan pemberian kredit nmiemipawal dari
terjadinya perjanjian kredit antara kreditur danbitle. Proses pengajuan
permohonan Kupedes di P.T. Bank Rakyat Indonesasé@Po) Thk terdiri atas
beberapa langkah yang telah diatur dalam Pedomikddeaan Kredit Bisnis
Mikro (PPK-BM) P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persefdk. Alur dari proses
pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

A. Prakarsa dan Permohonan Kupedes

Tahap pendaftaran permohonan Kupedes dapat dibgndiua aktivitas,
yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan di kantor BRI Unit atau Peayanan Desa (PPD)/Pos
Khusus (PK), pendaftaran di kantor BRI Unit dilakok oleh petugas
Deskman dan diperiksa kelengkapan berkas calobab&wmsabah lama yang
antara lain adalah:

a. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM, atau surat keteyam identitas lainnya);



b. Surat ijin usaha atau keterangan usaha dari Kdpeda (atau copy KTP
saja bagi Kupedes yang relatif kecil, yang diatwlach ketentuan
tersendiri);

c. Tanda bukti pemilikan agunan;

d. Tanda bukti pelunasan Kupedes yang lalu (untukb@siama);

e. Khusus bagi calon nasabah Kupedes golongan berasifayh tetap
berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:

1) Asli SK pengangkatan pegawai tetap dan atau SK vpEggang
pertama, dan SK penetapan pangkat pegawai yankhiertau asli
SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan;

2) Asli kartu peserta TASPEN (bagi pegawai negerguatsli KARPEG
atau asli kartu peserta ASTEK (bagi pegawai BUMN);

3) Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yarekhir;

4) Rekomendasi dari kepala kantor atau kepala unja kmada instansi
yang bersangkutan;

5) Surat kuasa unntuk memotong gaiji.

f.  Bukti-bukti lain yang diperlukan.

. Petugas deskman melayani pendaftaran Kupedes dgelaskan secara jelas

mengenai segala hal menyangkut ketentuan Kupedasg yantara lain

mengenai:

Keperluan atau tujuan penggunaan Kupedes;

Besarnya Kupedes dan jangka waktunya;

Besarnya suku bunga Kupedes;

Cara pembayaran kembali;

Ketentuan restitusi bunga;
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Ketentuan asuransi jiwa bagi nasabah Kupedes;

g. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

. Deskman meminta nasabah untuk mengajukan perkir@asarnya
permohonan Kupedes beserta jangka waktu yang dikieke

. Deskman meminta calon nasabah untuk mengisi danboiawhkan tanda

tangan atau cap jempol pada formulir pendaftaran;



5. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agmngang dibuat rangkap

dua, asli untuk calon nasabah dan tindasannya ansifx BRI Unit;

6. Petugas deskman mencatat pendaftaran permohonadé&sipersebut dalam

register surat keterangan permohonan pencairan despd€SKPP) (Hasil

wawancara dengan Bpk. Tedjo Sasono, S.E., KepaitaRJh. Bank Rakyat

Indonesia Unit Sukomoro Magetan, Senin, 3 MareB8200

B. Analisis dan Evaluasi Kupedes

Setelah SKPP diisi dan diperiksa Ka Unit diserahkapada mantri

berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pémsaan lapangan

berdasarkan SKPP nasabah tersebut dengan memkenhdtal-hal sebagai
berikut:

1. Aspek Pemeriksaan Kredit

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian menganalisis

calon nasabah Kupedes, merupakan prinsip pembéridiit yang sudah

umum dikenal dengan “prinsip 5 C’s” yaittharacter, capacity, capital,

condition of economic, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagiperi

a.

Character

Adalah keadaan watak dan sifat dari calon nasdizk,dalam kehidupan
pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilacaracter
merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulukapatuhan akan janiji,
serta kemampuan untuk membayar kembali hutangnya.

Capacity

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah umienbuat rencana
dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataamasuk dalam
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yangpken.

Capital

Adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk manjan dan
memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penitaidwadapcapital
adalah untuk mengetahui keadaan permodalan, swubdrer dana dan
penggunaannya.

Collateral

Adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabbhgai agunan
Kupedes yang akan diterimanya. Tujuan penila@tateral adalah untuk
mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipapahkewajiban
financial kepada bank dapat ditutup oleh nilai aguimi meliputi jenis
atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti p&eml atau status
hukumnya.

Condition of Economic

Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang nrundlpat
mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabahaiBe terhadap



condition of economic dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh
mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kmgiasaha calon
nasabah dan bagaimana nasabah tersebut mengatasi at
mengantisipasinya, sehingga usahanya tetap hidupet&aembang.
Namun dalam pemeriksaan di lapangan the spot), kelima prinsip
penilaian tadi tidak dimunculkan secara sendirdgerdalam formulir
pemeriksaan, tetapi sudah dimasukkan dalam set@@kayang ada dalam
formulir tersebut (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bidtikro P.T. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2001:Bab 1V, 18).
2. Penilaian Agunan
Agunan yang diserahkan oleh calon nasabah, meropedatra prestasi
bagi BRI Unit yang telah mengeluarkan sejumlah ugaigm bentuk Kupedes
kepada nasabah yang bersangkutan. Dengan denakiabila pada saat jatuh
tempo ternyata yang bersangkutan tidak dapat ms&luf@pedesnya, maka
BRI Unit dapat mencairkan agunan tersebut untukutugnKupedesnya.
Sehubunggan dengan hal tersebut, agar BRI Unik tililaigikan, maka
suatu agunan harus mempunyai syarat ekonomis datisysebagai berikut:
Syarat Ekonomis:
Harus mempunyai nilai ekonomis;
Dapat diperjualbelikan secara bebas;
Nilai ekonomis atau nilai pasar harus lebih besar milai Kupedesnya;
Mudah dipasarkan dan nilai pencairannya relatifahur

Bernilai rellatif konstan atau cenderung meningkat;
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Kondisi dan lokasinya strategis (untuk benda tetap)

Tidak cepat rusak;

s @

Manfaat ekonomisnya lebih lama dan jangka waktu edes yang
diberikan ( PPK-BM BRI, 2001:Bab 1V).

Syarat Yuridis:

a. Agunan sebaiknya milik nasabah sendiri;

b. Tidak dalam sengketa;

c. Ada bukti pemilikan atau penguasaan;

d. Belum dijaminkan pada pihak lain;

e. Apabila agunan milik orang lain harus ada persatujdari pemilik

dengan maksud agar pemilik agunan mengetahui dayangui bahwa



harta kekayaannya dijadikan agunan Kupedes (PPKHEERN 2001:Bab
V).
C. Penetapan Tipe dan Struktur Kupedes
Tipe dan struktur Kupedes meliputi hal-hal seb&gaikut:
1. Besarnya Kupedes yang diajukan;
2. Jangka waktu dan pola angsuran;
3. Bentuk Kupedes dan suku bunga.
D. Rekomendasi Pemberian Kupedes

Rekomendasi Kupedes dibuat oleh pejabat Pemrkarpadés, dalam hal
ini yang berwenang adalah mantri berdasarkan leaamilisis atau evaluasi
yang telah dilakukan.

E. Pemberian Putusan Kupedes

Proses putusan Kupedes dilakukan oleh pejabat perKuipedes, dengan
hal ini yang berwenang adalah Kepala Unit yang mmeiyai kewenangan
dan limit putusan. Untuk Kupedes yang diputus ol€kpala Unit,
penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampajadeputusan dan
pemberiatahuan keputusan kepada calon nasabak, dalah lebih dari 7
(tujuh) hari, baik ditolak maupun disetujuui.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harietat tanggal putusan,
pemohon Kupedes belum mencairkan kreditnya makaspotsecara otomatis
menjadi batal, dan permohonan yang bersangkutans hdiproses ulang
sepperti semula (Pedoman Pelaksanaan Kredit Biglikso P.T. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2001:Bab V).

Setelah semua berkas persyaratan permohonan Kupdibegykapi
selanjutnya beralih ketahap proses kesepakatamaapgésa pihak yang tertuang
dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH). Suatu bensdpl&atan antara kreditur
dan debitur yang dibuat dalam bentuk Surat Pengaklisang memuat antara
lain mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, buragynan, kewajiban yang
berhutang dan hal-hal yang harus dilakukan olehgyberhutang dll. Surat
Penggakuan Hutang tersebut dibuat datandart contract atau kontrak baku
yang tidak memberikan hak tawar sama sekali kegetdur. Pihak bank sebagai
kreditur sudah menyediakan blanko SPH dan diseralkkepada debitur untuk



diisi dan disetujui tanpa memberikan kebebasan sseRali kepada pihak lain
untuk melakukan hak tawar atau negosiasi atastsyyaeat yang diberikan. SPH
merupakan perjanjian induk yang kemudian diikuthgin perjanjian tambahan
mengenai pengikatan benda-benda agunan (Legal Méredit BRI, 2007:34).

Bank dalam menjalankan usahanya harus memperhatikasip kehati-
hatian prudential banking). Oleh karena itu bank dalam memberikan kreditibar
mempunyai keyakinan berdasarkan anlisis yang teglaiva fasilitas kredit yang
diberikan akan kembali. Sebagaimana diatur dalasalPa& ayat (1) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikeikan Dalam
memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkaniprdyariah, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yaagdalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur urglunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengarnatijkan.

Untuk menjamin bahwa kredit yang diberikan dap&eunfibalikan agunan
merupakan syarat yang harus ada dalam suatu pembaedit. Sebagaimana
dikemukakan dalam Pasal 1131 KUHPerdata bahwa ssegabendaan si
berutang, baik yang bergerak maupun yang tidakelakg baik yang sudah ada
maupun yang yang baru akan ada di kemudian hanjagietanggungan untuk
segala perikatan seseorang. Dalam pasal tersédasib@hwa agunan memang ada
dalam suatu proses pemberian kredit.

Tanah merupakan benda yang paling banyak untuldikijag agunan
dalam permohonan kredit bank. Untuk dapat dijadéguman dalam permohonan
Kupedes di BRI antara lain adalah:

1. Tanah Hak Milik, dengan bukti pemilikan berupa Bi&et Hak Milik;

2. Tanah Hak Guna Bangunan, dengan bukti pemilikanpaeSertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB);

3. Tanah Hak Guna Usaha, denga bukti pemilikan besgptifikat Hak Guna
Usaha (HGU);

4. Tanah Hak Pakai atas tanah Negara, dengan buktiilikgem berupa
Sertifikatkan Hak Pakai;

5. Tanah dengan bukti pemilikan bukan sertifikat (Rddy Girik, Letter C dan

Kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat) dengaggumakan surat pipil.



Berdasarkan dengan benda agunan debitur berkewajibatuk

menyerahkan kepada bank asli surat-surat bukti rkigan agunan untuk

disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPeluiaa tiap-tiap

perikatan adalah utuk memberikan sesuatu, untukubérsesuatu, atau untuk

tidak berbuat sesuatu. Dalam pemberian kredit Kepedebitur diharuskan untuk

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yaogrnigrdalam sebuah pernyataan

dalam SPH yang isinya antara lain:

1.

Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangagadesebenar-benarnya
yang diperlukan oleh bank atau kuasanya dan turidipgada peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudiam ditetapkan oleh

bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberiazanpam.

Bahwa pinjaman yang diterima dari bank tersebunakpergunakan untuk

keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikanmdal&al perjanjian dan

setiap waktu bank berhak memeriksa penggunaampamalimaksud.

Bila pinjaman akan dipergunakan untuk keperluan, lanaka bank berhak
dengan seketika menagih pinjamannya berupa pokakgay denda, biaya-
biaya, dan kewajiban lainnya yang mungkin timbuhgin seketika dan

sekaligus lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktogygelah ditetapkan,

maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan seigalm dengan

pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupomuki umum, untuk dan

atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sémola paksaan, yang
berhutang dengan ini menyatakan dengan sesunggutkaya menyerahkan

atau mengosongkan rumah atau bangunan sebagaimagangnjadi agunan

dalam Surat Pengakuan Hutang ini.

Apabila pernyataan tersebut di atas tidak dilakeamadengan semestinya,
maka atas biaya yang berhutang sendiri, pihak lwrigan bantuan yang
berwenang akan melaksanakannya (Legal Manual KB&lit 2007:44).

Sebelum penandatanganan berkas pencairan Kupedesnen-dokumen

yang berhubugan dengan pencairan Kupedes harustujdisedengan

membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada @wkdokumen tersebut,



khususnya dokumen yang menyangkut tentang aguagnagunan milik debitur
sendiri maupun agunan milik orang lain. Surat Pkaga Hutang (SPH) yang
telah ditandatangani harus mendapat pengesaharpejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemberian Kupedes di P.T. Bank Rakglanhésia (Persero)
Tbk Cabang Magetan Unit Sukomoro dengan benda g@mmenggunakan tanah
hanya diikat dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tagggu(SKMHT) dan
apabila tidak diperlukan, tidak membutuhkan dibudita Pemberian Hak
Tanggungan (APHT). Hal ini dirasakan sangat mempdah debitur dalam
mengajukan permohonan kredit bank selaku kreditrengan hanya
menggunakan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungarmepamkredit tersebut
tidak memerlukan proses yang rumit, panjang dan boéwhkan biaya yang
banyak untuk pembuatan Akta PemberianHak Tanggur@dHT). Dalam
Kupedes ini fasilitas kredit yang diberikan memdranya untuk kredit dengan
plafond kecil (Legal Manual Kredit BRI, 2007:63).

3.2 Konstruksi Hukum Surat Kuasa Memasang Hak Tanggunga (SKMHT)
dalam Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di .P. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbhk Cabang Magetan UniSukomoro

Pemberian kredit bank selalu diikuti dengan pertgikaagunan untuk
dapat menjamin kredit yang telah diberikan. Untgiirean yang berupa tanah
diikat dengan membebankan hak tanggungan atas tarsgbut sebagai jaminan
tambahan. Mengenai Hak Tanggungang diatur dalamatirdndang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Be&mshda-benda yang
Berkaitan dengan Tanah. Pembebanan Hak Tangguradam cuatu pemberian
kredit selalu diawali dengan pemberian Surat KiMeenasang Hak Tanggungan
(SKMHT) oleh debitur.

Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak TanggunganHEKkklam
pemberian Kupedes adalah tidak sama dengan pergguSarat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam proses pearbdwredit pada
umumnya. Dalam Pasal 15 Undang-undang Hak Tanggudilaskan bahwa

kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak difzatk kembali atau



tidak dapat berakhir karena sebab apapun juga kdassa telah dilaksanakan
atau telah habis jangka waktunya. Dalam ayat (8) (@& dijelaskan mengenai
jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Memasang Halggumgan (SKMHT)
dalam kredit pada umumnya adalah 1 (satu) bulamkutanah yang sudah
terdaftar dan 3 (tiga) bulan setelah diberikan kitanah yang belum terdaftar.
Setelah lewat jangka waktu tersebut, Surat Kuasmd@gang Hak Tanggungan
(SKMHT) wajib diikuti dengan pembuatan Akta PembariHak Tanggungan
(APHT). Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMy#hg tidak diikuti
dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak TanggungafdT{A&alam waktu
yang telah ditentukan batal demi hukum (Penjelad®asal 15 Undang-undang
Hak Tanggungan).

Ketentuan seperti di atas tidak berlaku untuk panggn Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pelaksanaarberian Kupedes.
Dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggumijalaskan bahwa
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 4)atidgk berlaku dalam
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dibarikuntuk menjamin
pelunasan jenis kredit-kredit tertentu yang ditkéap dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tuRera Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor #4uifal996 tentang
Penggunaan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa iegnidak Tanggungan
(SKMHT) yang digunakan untuk menjamin pelunasansanis kredit usaha
kecil pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepaldan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1996 sebagaimana dimaksud dalam Sgptitusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/Dir tanggal 29 M@93, berlaku sampai saat
berakhirnya masa berlakunya jangka waktu kreditgydersangkutan. Dalam
pasal tersebut disebutkan jenis-jenis kredit uskéeil tersebut antara lain
termasuk juga kredit produktif yang diberikan olBank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit tidak imbieRp. 50.000.000,- (lima
puluh juta) antara lain Kupedes BRI dan kredit kakan usaha yang disalurkan
oleh Bank Pemerintah.

Berdasar pasal tersebut jelas bahwa penggunaah ISimaa Memasang

Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian Kupedesahdakrlaku sampai



dengan jangka waktu berakhirnya kredit tersebutdaPamumnya penggunaan
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) akeakbe pada saat telah
dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya yaegajibkan dibuatkan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan pembuatanfigatrtHak Tanggungan
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalandikrpada umumnya Surat
Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) yang telkiutdioleh pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam waktmgytelah ditentukan
maka akan batal demi hukum. Ketentuan tersebuk ti@alaku pada mekanisme
pemberian kredit Kupedes yang diberikan oleh P.&nkBRakyat Indonesia
(Persero) Tbk karena Kupedes termasuk jenis ktediéntu yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BaBartanahan Nasional
tentang Penggunaan Batas Waktu Penggunaan Suraa KMamasang Hak
Tanggungan (SKMHT) untuk Menjamin Pelunasan Jamssj Kredit Tertentu.
Jadi dalam Kupedes penggunaan Surat Kuasa MemadakgTanggungan
(SKMHT) berlaku sampai pada saat berakhirnya jang&&tu kredit dan tidak
memerlukan dibuat Akta Pemberian Hak TanggunganH®P(Legal Manual
Kredit BRI, 2007:64).

Pemberian kredit Kupedes P.T. Bank Rakyat IndonéBesero) Thbk,
yang hanya menggunakan Surat Kuasa Memasang HalgUmagan (SKMHT)
berarti tidak berlaku sebagagiosse akta yang mengikat seperti keputusan hakim
seperti pada Sertifikat Hak Tanggungan. Yang merygiukekuatargrosse akta
hanyalah Sertifikat Hak Tanggungan, karena dalamifi8at Hak Tanggungan
menggunakan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketah Yang Maha Esa”
dapat dilaksanakan seperti halnya eksekusi putbha&im. Grosse akta hipotik
dan surat utangs¢huldbrief) piutang notariil menurut Pasal 224 HIR mempunyai
kekuatan hukum seperti putusan pengdilan (Krisnaakégp, 2005:145). Oleh
kekuatan hak eksekutorial seperti pada Sertifikak Hlanggungan. Untuk bisa
mempunyai kekuatan eksekutorial Surat Kuasa Mengasdak Tanggungan
(SKMHT) harus dinaikkan statusnya menjadi Sertifikak Tanggungan. Namun
dalam pemberian kredit Kupedes hal itu tidak pedilakukan karena

penyelesaian lewat hak eksekutorial sangat jardagukan penyelesaian lebih



banyak menggunakan penjualan di bawah tangan kaliesssa lebih mudah dan
menguntungkan kedua belah pihak (PPK-BM,2004:8).

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Hak Tanggungdantiian

mengenai Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMiddara umum

harus memenuhi ketentuan antara lain adalah sebaglit:

1.

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) walfibad dengan akta

notaris atau akta PPAT dan memenuhi syarat sebagéut:

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hulaimdari pada
membebankan Hak Tanggungan;

b. Tidak memuat kuasa substitusi;

c. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggunganlajumtang dan
nama serta identitas debitur apabila debitur bukmmberi Hak
tanggungan.

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak dépatk kembali atau

tidak dapat berakhir oleh sebab apaun juga kekaedina kuasa tersebut telah

dilaksanakan atau karena telah habis jangka waliteappagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan (4).

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan mengenai éskasiah yang sudah

terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pepalpein Hak Tanggungan

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan mengenai lask tamah yang

belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Al®amberian Hak

Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sestibarikan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (dk teerlaku dalam hal

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan diberikan umiejamin kredit

tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundadgngan yang berlaku.

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan yang tidakadepgmbuatan Akta

Pembebanan Hak Tanggungan dalam jangka waktu ye&lag tlitentukan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), askiuwang ditentukan

menurut ketentuan pada ayat (5) batal demi hukum.
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) adsddlnah akta

otentik yang berbentuk surat kuasa yang pengatyaatendapat dalam Pasal 1792



sampai 1819 KUHPeradata tentang pemberian kuasasaksebagaimana diatur
dalam Pasal 1792 KUHPeradata merupakan suatu persetdengan mana
seseorang memberikan kekuasaan kepada seorangatajnrmenerimanya untuk
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Déagakian terjadi hubungan
hukum antara pemberi kuasa dalam hal ini adalahbpenHak Tanggungan
dengan penerima kuasa dalam hal ini adalah bankgaelpemegang Hak
Tanggungan. Pada dasarnya Surat Kuasa Memasangarggungan (SKMHT)
merupakan suatu kuasa yang diberikan oleh deb#pada kreditur dalam bentuk
kuasa khusus hanya untuk membebankan Hak Tangguggaa menjamin
pelunasan utang debitur berdasarkan perjanjiantkradg dilakukan oleh debitur
dan kreditur yang dibuktikan dengan Akta Surat R&ngn Hutang (J.Satrio,
2007:331).

Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak TanggunganHEKkklam
mekanisme pemberian kredit Kupedes, objek Hak Tamgan harus jelas. Objek
Hak Tanggungan adalah berupa sebidang tanah atadasg tanah beserta
bangunan yang sekarang telah ada dan/atau dikemimie mungkin akan
didirikan atau ditanam di atas Hak tersebut, yamgka sifatnya, tujuannya dan
hukum merupakan barang tetap, tidak ada yang diti&en satu dan lain, tanah
dan bangunan tersebut tidak dijaminkan secara imagapun juga kepada pihak
lain serta bebas dari sitaan dan beban-bebanDaimgan dijelaskan bahwa objek
Hak Tanggungan tidak dijaminkan kepada pihak lapesti ditegaskan dalam
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), badélah diberikan kuasa
khusus untuk membebankan Hak tanggungan peringk§bettama) untuk
menjamin pelunasan utang (Legal Manual Kredit BRD7:65).

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 113BPé&data
disebutkan bahwa Hak untuk didahulukan diantaragegmaang berpiutang terbit
dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. B&m diberikan kuasa khusus
untuk membebankan Hak Tanggungan peringkat | (peta maka kreditur
mempunyai hak istimewa untuk didahulukan dari kredain.

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meligugisa untuk
menghadap dimana perlu, memberikan keteranganakef@n serta

memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang@ipmembuat atau minta



dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hadggungan serta surat-

surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memrikan pernyataan bahwa
objek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasaakidersangkut dengan
sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-bebamump mendaftarkan Hak

tanggunggan tersebut, memberikan dan menyetujuiasggarat atau aturan-

aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemb&uasa dalam Akta

Pembebanan Hak Tanggungan yang antara lain sdbagait:

1.

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tamgguuintuk
menyewakan objek Hak Tanggungan dan/atau menentaitan

mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima @aveydi muka,
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahuli damegang Hak
Tanggungan;

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tamgguuintuk
mengubah bentuk atau tata susunan objek Hak Tagggurkecuali
dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu darmemang Hak
tanggungan;

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tamgguontuk
mengelola objek Hak Tanggungan berdasarkan pemet&sua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputikletbjek Hak
Tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cideja |

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang

Tanggungan untuk menyelamatkan objek Hak Tangguyngarhal itu

diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untulcegah menjadi
hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi dtggkTanggunagn
karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuaadg-undang,
serta kewenangan untuk mengajukan permohonan engam

jangka waktu dan/atau memperbaharui hak atas tgaaly telah
menjadi objek Hak Tanggungan,;

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama meiipinak

untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Jamgan apabila
debitur cidera janiji;

Janji yang diberikan oleh pemegang Hak tanggungatama bahwa
objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan daki tdagggungan;

Janji bahwa Pemberi Hak Tanggungan tidk akan mskgpahaknya
atas objek Hak tanggungan tanpa persetujuan tetediebih dahulu
dari pemegang Hak tanggungan;

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempeseleiuh
atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemHak Tanggungan
untuk melunasi piutangnya apabila objek Hak Tangguardilepaskan
haknya oleh Pemberi Hak Tanggungan atau dibuat ylaakmtuk
kepentingan umum;

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempeseleiuh
atau sebagian dari uang asuransi yang diterima @emiHak

Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika objak Fanggungan
diasuransikan;

Ha



10.Janji bahwa pemberi Hak tanggungan akan mengosongiek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;

11.Janji bahwa Sertifika hak atas tanah yang telatuldibi catatan
pembebanan Hak tanggungan diserahkan kepada dak disimpan
pemegang Hak Tanggungan (Kartini Mulyadi, 2006:18).

Untuk pelaksanaan janji-janji tersebut pemberidsaumemberikan kuasa
yang diberikan kepada Pemegang Hak Tanggunganaindakta PemberianHak
tanggungan. Kuasa yang diberikan dengan Surat Kudeamasang Hak
Tanggungan (SKMHT) ini tidak dapat ditarik kembdéin tidak berkhir karena
hak Tanggungan selambat-lambatnya tanggal sampgadeperjanjian pokoknya
berakhir atau sampai dengan Kupedesnya dinyatakaratdu menjadi lunas,
serta pendaftarannya atau karena tanggal tersedah tterlampaui tanpa
dilaksanakan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggung

Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak TanggunganHEKkklam
pemberian kredit Kupedes berlaku sampai dengarkgamgktu kreditnya atau
perjanjian pokoknya berakhir sangat mempermudalu&dskelah pihak dalam
proses permohonan kredit. Dengan hanya menggurikaat Kuasa Memasang
Hak Tanggungan (SKMHT) pihak debitur dan krediticak perlu lagi rumit
mengurus atau menaikkan status Surat Kuasa Memaldakg Tanggungan
(SKMHT) menjadi Akta Pemberian Hak Tanggunga (APH®&ah Sertifikat Hak
Tanggungan, karena proses pembuatan Akta PembelidaknTanggungan
sampai dengan terbit sertifikat Hak Tanggungan meuaiikan proses yang rumit,
lama dan membutuhkan banyak biaya. Sehingga apattdk diperlukan atau
karena debitur tidak wanprestasi atau tidak menfitkatn penyelesaian
menggunakan jalur hukum, Surat Kuasa Memasang Hakdungan (SKMHT)
tidak perlu dinaikkan statusnya menjadi Akta PenalmeHak Tanggunga (APHT)
dan Sertifikat Hak Tanggungan karena Surat Kuasa&ang Hak Tanggungan
(SKMHT) berlaku sampai dengan jangka waktu kredithgrakhir (Legal Manual
Kredit BRI, 2007:64).

Pemberian kredit dengan menggunakan Surat Kuasaabserg Hak
Tanggungan (SKMHT) apabila terjadi wanprestasi ataadit macet dan
membutuhkan penyelesaian lewat jalur hukum, bankgae Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) tidak dapat seddammelaksanakan hak



eksekutorial seperti halnya pada Sertifikat Hakgbamgan. Untuk mendapatkan
hak eksekutorial kreditur dengan kuasa yang yargh taliberikan dengan
menaikkan status Surat Kuasa Memasang Hak Tanggu@€&MHT) menjadi
Akta Pembebanan Hak Tanggungan dengan SertifikltTldaggungan. Dengan
demikian kreditur mendapatkan hak eksekutorial reetangsung. Hal semacam
itu sangat jarang sekali dilakukan dalam perjanfarpedes, para pihak lebih
senang memilih penyelesaian dengan cara penjuhléawah tangan, karena
penjualan di bawah tangan lebih mudah dan lebihgom@mngkan kedua belah
pihak. Oleh karena itu meskipun bukan merukgnosse akta tidak ada
permasalahan mengenai penggunaan, kedudukan dsimukesin hukum dari Surat
Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) karena pesgi@n masalah lebih
banyak menggunakan jalan penjualan di bawah tamgenapabila membutuhkan
penyelesaian lewat jalur hukum dan membutuhkan dtekigrosse akta Surat
Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dapat diaaildtatusnya menjadi
Sertifikat Hak Tanggungan.

Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak TanggunganHEKkklam
pemberian kredit Kupedes, BRI Unit Sukomoro yanglukkikannya sebagai
kreditur tidak memiliki hak preferen dalam jamingarsebut, karena SKMHT
tersebut belum dibuatkan APHT dan Sertifikat Hakhdgungan sehingga BRI
Unit Sukomoro kedudukannya sebagai kreditur konkure

Hasil konstruksi yang diperoleh dari peraturan ydmggkaitan dengan
pemberian kredit dengan penggunaan Surat Kuasa 8éemaHak Tanggungan
yaitu ketentuan yang mengatur tentang jangka walktlakunya Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) seperti pada PHEsdUndang-undang
Hak Tanggungan, dalam pemberian Kredit Umum Pedesdak berlaku lagi
karena Kredit Umum Pedesaan tersebut merupakas Jaedit tertentu jadi
mengenai jangka waktu Surat Kuasa Memasang Hak ghauggn (SKMHT)
diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas WaktggBraan Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungaan (SKMHT) untuk Pelunasais Jeredit-kredit

tertentu.



3.3 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian yang Diidan oleh P.T. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Magetan UnitGajah Mada
Apabila terjadi Kredit Macet

Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisimu yang
seringkali terjadi pada bisnis perbankan yaitu gabaesiko dari penyaluran
kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit beaiah sulit untuk
dihindarkan namun bank harus tetap mengelola kietinasalah tersebut secara
hati-hati dan dapat mungkin diminimalkan resikosghingga dapat memberikan
keuntungan bagi bank.

Pengelolaan secara efektif terhadap kredit berins#agat penting untuk
menjaga kualitas portofolio kredit, meminimalkaredit dan memaksimalkan
pengambilan aset berisiko. Pengelolaan terhadajtkvermasalah harus bersifat
antisifatif, proaktif dan berdisiplin, dengan denmaik aktivitas dalam pegelolaan
kredit bermasalah adalah berupa pengenalan dirtim@akan perbaikan segera.

Kredit bermasalah dalam kredit Kupedes dapat dfitasikan dalam
kredit kurang lancar (Tunggakan Merah), kredit giiiean (11 N 1), dan kredit
macet (Il N 2 dan Il N 3).

Untuk mencegah terjadinya kredit berasalah dipariugengenalan dini
terhadap hal-hal yang mencegah terjadinya kreditmasalah. Setiap pejabat
kredit lini BRI Unit harus selalu mendeteksi makafang mungkin menyebabkan
Kupedes tidaak akan dibayar kembali dengan syaaatkgtentuan yang telah
diperjanjikan. Pengenalan masalah secara dini sgregyating agar bank dapat
mempersiapkan langka-langkah pengamanan dan pemustrategi yang tepat,
sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

“Penanganan atas Kupedes bermasalah dapat dilalsgikana sistematis
dengan menindaklanjuti “peringatan dini”", yang dgeh dari
pengamatan secara langsung terhadap nasabah adha unasabah.
Kejadian-kejadian atau usaha yang diperoleh séaaggung dari nasabah
atau uasaha nasabah patut diidentifikasikan darasgiadai dengan
menentukan langkah yang tepat yang segera harusbidliauntuk
melakukan perbaikan sebelum Kupedes menjadi belmadan
berkembang semakin memburuk (Pedoman Pelaksanaadit KBisnis
Mikro P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbhk,2@ab VI, 3)".



Tanda-tanda atau kejadian yang dapat dikategosiedoagai gejala dini
kredit bermasalah adalah sebagai berikut:
1. SisiIntern, antara lain:

a. Itikad tidak baik dari petugas BRI,

b. Kekurang mampuan petugas BRI Unit dalam pengelolp@amberian
kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai dekgadit dicairkan;

c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unitamamembina
nasabah.

2. Sisi Ekstern, antara lain:

a. Akibat bencana alanigfce majeur);

b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkunganeriegperubahan
kebijakan pemerintah berupa peraturan perundarkgemaikan harga atau
biaya-biaya, dan lain sebagainya yang berpengagoara langsung atau
tidak langsung terhadap usaha debitur;

c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

d. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkarunnya
kemampuan debitur untuk membayar angsuran yanglitigtgan antara
lain sebagai berikut:

1) Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai janji;

2) Omset penjualan yang cenderung menurun;

3) Penyimapangan dari tujuan semula atau ketidakjojdebitur dalam
menggunakan fasilitas kredit yang telah diterima;

4) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama;

5) Kecenderungan untuk berganti usaha, sementaraudetgtsebut
belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk usaha yang
akan digeluti (Pedoman Pelaksanaan Kredit BisnisraMP.T. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2001: Bab Vil, 3).

Setiap ditemukan adanya tanda-tanda pengenalantaisebut di atas,
pejabat kredit lini agar segera melakukan pembindan pengawasan lebih
intensif untuk mencegah terjadinya resiko kreditgyzaemakin memburuk.

Kolektibilitas Kupedes ditatausahakan sesuai dengaekanisme

administrasi pembukuan di BRI Unit dimana setiamdisi pinjaman debitur



diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang kerld@erubahan klasifikasi

Kupedes dilakukan berdasarkan kriteria jangka wadttentu. Adapun tata cara
penata usahaan kolektibilitas Kupedes (klasifikagiedes) tersebut dapat dibagi
sebagai berikut:

1. Sesuai sisa janji (kolektibilitas lancar);

Tunggakan hitam;

Tunggakan merah (kolektibilitas kurang lancar);

Tunggakan Il N-1 (kolektibilitas diragukan);

ok 0D

Tunggakan Il N-2 dan 1l N-3 (kolektibilitas macet).

Berdasar tingkat resiko kredit, untuk mencegah atnya kredit
bermasalah dalam kredit Kupedes terdapat krediantdabengawasan khusus
(KDPK). Kredit dalam pengawasan khusus dibedakadatam Kupedes dengan
kolektibilitas dalam perhatian khusus dan Kupedesmiasalah (kolektibilitas
kurang lancar, diragukan dan macet).

Kupedes dengan perhatian khusus adalain performing loan dengan
kolektibilitas dalam perhatian khusus (tunggakatarh), yang apabila tidak
diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemamppp@minjam untuk
memenuhi kewajibannya. Sedangkan Kupedes bermasalalah kreditnon
performing loan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan deatet.

Dalam mengahadapi terjadinya kredit bermasalahaperd tata cara
pengelolaan Kupedes bermasalah. Adapun tata cangelpdaan Kupedes
bermasalah antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan strategi pengelolaan Kupedes bermasalah

Identifikasi masalah dan analisa strategi dibuahopejabat kredit yang
berkaitan dengan pengeloaan Kupedes yang diperlukénk menentukan
langkah yang tepat untuk mengetahui apakah Kupé&dgesiasalah akan
diselesaikan melalui koordinasi dengan instangiaier Hal ini dipersiapkan
apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan .la8trategi penerusan
hubungan dapat dipertimangkan terutama apabilai&odebitur masih dapat
diperbaiki. Sebelum menentukan strategi dan ranpi&ayelamatan dan
penyelesaian Kupedes terlebih dahulu harus memeadges dan evaluasi yang

menyangkut aspek sebagai berikut:



a. Dokumentasi
Dokumentasi disini dimaksudkan adalah mengenankgkepan dokumen
atau berkas Kupedes yang merupakan bagian yanmgelatri manajemn
resiko Kupedes. Hal ini sangat penting karena umieknposisikan BRI
Unit dari aspek hukum.

b. Hubungan dengan debitur
Analisa dan evaluasi terhadap riwayat hubungan 8&lgan debitur.,
terutama mengenai riwayat Kupedes yang bersangkukded ini
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keuntdagaBRI Unit,
ditinjau secara financial selama berhubungan dendahitur yang
bersangkutan. Analisa dan evaluasi tersebut dapakullan dengan
melihat dari itikad debitur dan kemampuan membayambali. Itikad
debitur mencakup kontribusi yang telah diberikamtegritas dan
kecakapan sebagai ukuran kejujuran dan kemampuhbitudeHal ini
dapat diketahui dari pemenuhan kewajiban-kewajibelama ini, antara
lain pembayaran angsuran, penyampaian kebena@miasi serta respon
yang diperlihatkan oleh debitur atas Kupedes beatahs Untuk
mengetahui kemampuan membayar kembali debitur, makalisa
didasarkan pada evaluasi kondisi usaha saat itd peoyeksi yang akan
datang.

c. Informasi dan investigasi
Informasi dan investigasi dimaksudkan untuk merigetkeadaan atau
kondisi terakhir debitur. Informasi diperoleh dadebitur yang
bersangkutan atau dari pihak ketiga yang dapat regkam informasi
objektif tentang kondisi debitur yang bersangkut&elain itu agar
dilakukan investigasi terhadap kondisi agunan derngga mengadakan
kunjungan ke lokasi agunan dan usaha debitur yargahgkutan.

2. Rencana tindak lanjut Kupedes bermasalah

Penetapan rencana tindak lanjut dalam pengelolaapedés bermasalah

berupa penyelesaian Kupedes bermasalah yang diaetdgerdasarkan sofat

dan kondisi dari masing-masing Kupedes bermasatakhut. Rencana tindak

lanjut penyelesaian Kupedes bermasalah tersebat gashrnya dapat dibagi



dalam dua tahap yaitu penyelamatan kredit bermasabelum benar-benar
menjadi kredit macet dan tahap penyelesaian kimiinasalah yang sudah
benar-benar macet.
Rencana dan tindak lanjut tersebut dapat berupa:
1) Pengawasanronitoring)
Jika kondisi usahanya masih baik serta diyakinil@abegala sesuatu yang
dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oldabitur, maka
dilakukan pengawasan dasview terhadap dokumen perkreditan.
2) Restrukturisasi
Restrukturisasi Kupedes hanya dapat dilakukan ukugedes dengan
kolektibilitas dalam perhatian khusus atau dalamdis force mmajeur
(bencana alam). Upaya penyelamatan Kupedes ini kdmdkan untuk
membantu memulihkan usaha nasabah yang mengalasibahuserta
dalam rangka penyesuaian kemampuan dalam pembagagsnrannya.
Mengingat debitur terkena musibah menghadapi masalalemahnya
(repayment capacity), atau bahkan untuk sementara waktu dalam periode
tertentu sama sekali tidak dapat membayar angsugedesnya, maka
dalam menyelamatkan masalah tersebut BRI melaku&amukturisasi
yang dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Pengurangan tunggakan bunga;
b. Pengurangan suku bunga;
c. Perpanjangan jangka waktu Kupedes;
d. Penambahan dana Kupedes.
Agar tujuan penyelamatan Kupedes tercapai dengérdba resiko bisnis
dapat diperkecil, maka penyelamatan Kupedes hrlakutian dengan
memenuhi syarat-syarat dalam melakukan penyelant@igedes, yang
antara lain adalah:
a. Adanya itikad baik debitur terhadap penyelamatapd€ies tersebut;
b. Dengan penyelamatan tersebut posisi BRI Unit meihghdh baik;
c. Usaha deitur masih ada dan masih menunjukkan prospey baik;
d. Diyakini nasabah tersebut mampu membayar kembafjsiaan

Kupedes dengan baik;



e. Nilai agunan yang telah diikat oleh BRI Unit masitenutup jumlah
Kupedes baru yang akan dipertimbangkan. Apabilainbetukup
menutup, debitur masih dapat menyediakan barangaagyang dapat
diikat dan nilai dari keseluruhan agunan tersebapatl menutup
jumlah Kupedes baru;

f.  Untuk membuktikan betul-betul akibat musibah makayatatkan
adanya berita acara atau surat keterangan darib@mgenang tentang
terjadinya musibah tersebut serta dilampiri suragéngajuan
permohonan penyelamatan Kupedes dari debitur yarsggbgkutan;

g. Dalam hal dimana debitur meminta tambahan dana (ba&sh money),
maka tambahan dana baru tersebut dapat dipertirk@angntuk
diberikan apabila benar-benar diperlukan debitamun plafon baru
tidak bolen melebihi plafon semula (Legal Manualedit BRI,
2007:84).

Batas waktu penyelamatan dan penyelesaian Kupedess hsudah

diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan terhitung sedrmohonan

restrukturisasi diterima oleh BRI Unit.
3. Penyelesaian Kupedes bermasalah
Penyelesaian Kupedes bermasalah dalam hal ini ysimgah dapat
dikategorikan ke dalam kredit macet, pada P.T. Bamkyat Indonesia
(Persero) Tbk pada dasarnya dilakukan melalui 8)(dara yaitu:
a. Penyelesaian Kupedes secara damai

Penyelesaian Kupedes bermasalah secara damaidiapakan terhadap

debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikardkrg/a dan cara yang

ditempuh dalam penyelesaian Kupedes ini dipandaeigih| baik
dibandingan dengan alternatif penyelesaian lainRgayelesaian Kupedes
bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakag d¢ijalankan agar
dalam jangka waktu tertentu Kupedes bermasalahekters dapat
diselesaikan seluruhnyaatau sebagian sesuai dekgtamtuan yang
berlaku antara lain melalui:

1) Pemberian fasilitas keringanan bunga



Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikepada
penunggak Kupedes dengan kolektibilitas diragukergcet dan
ekstrakomtabel (daftar hitam) dengan tujuan agamupggak dapat
melunasi seluruh pokok serta bunga yang telah Idijpegkan
keringanan yang menjadi kewajibannya.

2) Penjualan agunan di bawah tangan
Fasilitas kredit yang diberikan oleh BRI Unit mealpn fasilitas
kredit yang termasuk dalam plafond kecil yang yalagam Surat
Pengakuan Hutang (SPH) disebutkan bahwa pengikagman
menggunakan Surat Kuasa Memasang Hak TanggungalMHIK
Dalam hal penggunaan Surat Kuasa Memasang Hak Uagag
(SKMHT) penyelesaian kredit macet dapat dilakukamghn cara
penjualan agunandi bawah tangan. Penjualan agurzawdh tangan
ini sesuai dengan salah satu janji debitur yanghbditkan dalam Surat
Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), yaitu jdghwa
pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak umémjual
atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apaitiexa janiji.
Oleh karena itu apabila debitur setuju dapat dkaku penjualan
agunan di bawah tangan tanpa melalui jalur hukwnjuRlan agunan
di bawah tangan ini sebagai salah satu upaya BRt Umtuk
menyelesaikan kredit macet dengan jalan damai dindabitur masih
diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menggadiri
agunannya.

b. Penyelesaian Kupedes bermasalah melalui jalur hukum

Apabila upaya penyelesaian kredit macet secara idsudah diupayakan

secara maksimal dan belum memberikan hasil atautudetidak

menunjukkan itikad baiknyaof will) dalam meyelesaikan Kupedesnya

maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalukum (melalui

Kantor Lelang atau Pengadilan Negeri). Dalam perabdasilitas kredit

yang agunannya diikat dengan Surat Kuasa MemasaRkgTEnggungan

(SKMHT), debitur selaku pemberi kuasa memberikarasku untuk

membebankan Hak Tanggungan itu meliputi juga kuagak membuat



atau meminta serta menandatangani Akta PembebaalarT&#hggungan

(APHT). Apabila debitur cidera janji dan kredit yadiberikan masuk ke

dalam kredit macet, maka dengan kuasa yang teladrikian bank secara

otomatis dapat meningkatkan status Surat Kuasa [gkmga Hak

Tanggungan (SKMHT) menjadi Akta Penbebanan Hak dangan

sampai menjadi Sertifikat Hak Tanggungan. Denganmikian

penyelesaiannya pun dapat dilakukan melalui jalkum.

Kupedes yang dapat diserahkan penagihannya medaluran hukum

dengan mempertimbangkan antara lain:

1) Kreditur mempunyai itikad tidak baik;

2) Untuk pembayaran kembali pinjamannya diperlukancagan atau
pelelangan barang agunan yang harus melalui jakurh;

3) Ada harapan untuk dibayar kembali bila dilewatkaor hukum.

Bila terdapat gejala-gejala atau tanda-tanda nasatempunyai itikad

tidak baik terhadap kredit yang telah diterimangsuasudah tidak mampu

lagi mengangsur pinjamannya, amka walaupun beldoh jempo lunas

kreditnya dapat diserahkan penagihannya melaluir jabkum. Kredit

yang telah menunggak maksimal sembilan bulan $etglituh tempo

lunas, penagihannya dapat diserahkan melalui salbtkum dengan

memperhatikan aspek sebagai berikut:

1) Jumlah sisa kredit pokok dan bunga;

2) Nasabah dinyatakan wanprestasi;

3) Agunan yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkatdup materiil
atau memadai.

Setelah Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMkimhykatkan

statusnya menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungapasamenjadi

Sertifikat Hak Tanggungan dan setelah mempertimkeamberbagai aspek

di atas, maka penagihan pinjaman dapat dilakukaalungalur hukum

yang terlebih dahulu melalui prosedur sebagai berik

1) Ka Unit membuat surat peringatan | kepada debitutuku segera

melunasi sisa kreditnya dalam batas waktu satuntalkwin;



2) Bila dalam batas waktu satu bulan takwin belum jddanasi, amak
Ka Unit membuat surat peringatan Il dengan dibata® waktu duaa
minggu kalender;

3) Bila dalam batas waktu dua minggu kalender beluga junas, maka

Ka Unit membuat surat peringatan Il (terakhir) gen batas waktu
satu minggu kalender;

4) Bila dalam batas waktu satu minggu kalender belwa dilunasi, BRI

Unit segera mengirimkan surat penghentian fasilkeesdit kepada
debitur yang bersangkutan (Sumber wawancara deBglanTedjo Ka
Unit P.T. Bank Rakyat Indonesia Unit Sukomoro MagetSenin, 3
Maret 2008).

Penyelesaian kredit macet di P.T. Bank Rakyat Iad@n(Persero) Thk
Cabang Magetan Unit Sukomoro, khususnya bagi krédipedes yang
menggunakan Surat Kuasa Memasang Hak TanggunganMH3K
penyelesaiannya lebih banyak menggunakan jalurupén di bawah tangan.
Penjualan di bawah tangan selain tidak rumit, jugdih mudah dan
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyele&agatit macet melalui jalur
hukum hanya dilakukan apabila debitur tidak koopiedan tidak bersedia untuk
dilakukan penyelesaian dengan cara penjualan dialbangan dan memang
membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum undalpat menyelesaikan
kredit macet tersebut. Apabila debitur tersebutMkickooperatif (tidak mau
melakukan penjualan di bawah tangan) , maka pesgielenya melalui jalur
hukum yang mana sebelum diproses di Pengadilan r\Nedgbitur tersebut
diberikan Surat Peringatan terlebih dahulu. Nampab#da debitur tetap tidak
memperhatikan peringatan dari kreditur, maka pesghnnya dengan pengajuan
gugatan eksekusi jaminan di Pengadilan Negeri.

Untuk mencegah terjadinya kredit macet menurut @patl penulis
seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab $elvkgai kreditur dengan
melakukan berbagai program dan strategi penceghtgtit bermasalah, tetapi
juga membutuhkan peran aktif debitur apabila meeatsa permasalahan dengan
kredit yang diterimanya. Dalam hal ini berarti mada komunikasi yang lancar

antara kreditur dan debitur mengenai fasilitas ikngghg diberikan oleh kreditur



dan diterima oleh kreditur. Hal ini antara lain dan kejujuran debitur dengan
melaporkan apabila terdapat permasalahan mengsabanya yang berpengaruh
terhadap pembayaran angsuran kreditnya atau pitealitlr yang proaktif dalam
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aasHitedit yang telah
diberikan. dengan hal tersebut akan dapat dengalammelakukan pengenalan
dini terhadap kredit bermasalah sehingga dapat egatc kemungkinan yang
lebih buruk. Berbagai program dan strategi dalamgpmlaan kredit bermasalah
serta penyelesaian kredit macet tidak akan optdergla kerjasama yang abik
antara kedua belah pihak.

Untuk penyelesaian kredit macet di P.T. Bank Rakydbnesia (Persero)
Tbk Cabang Magetan Unit Sukomoro, lebih banyak rgangkan penyelesaian
menggunakan jalur penjualan di bawah tangan. Ménpenulis hal tersebut
sangat tepat dilakukan karena sangat menguntunggdna belah pihak. Bagi
kreditur dapat dengan cepat memperoleh pengembddiarfasilitas kredit yang
diberikan tanpa harus melalui proses yang rumit ohe@munggu lama apabila
dilakukan melalui jalur hukum. Kemudian bagi debitiapat memperoleh harga
penjualan benda jaminan sesuai dengan yang diiagitdarena debitur diberi
kesempatan untuk menawarkan sendiri benda jamiaag ykan dijual. Oleh
karena itu apabila memang tidak memerlukan pengiglesmelalui jalur hukum

sebaiknya penyelesaian dilakukan dengan cara ganjdabawah tangan.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) merupaearanjian
pengakuan hutang yang dibuat oleh debitur bersagngash kreditur yang
mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwdnatagis). Pemberian
Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) melalui beberapapéathyaitu prakarsa
dan permohonan kredit, analisis dan evaluasi Kupdd®racter, capacity,
capital, collateral, condtion of economy), penetapan tipe dan struktur
Kupedes, rekomendasi pemberian Kupedes, pembettmsgn Kupedes,
realisasi Kupedes, dan pengembalian kredit padgkganvaktu yang telah
diperjanjikan.

2. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dalam pembeedit Kupedes di
BRI Unit Sukomoro berlaku sampai dengan jangka wkeditnya berakhir
sehingga apabila tidak ada permasalahan mengegditrijra, tidak perlu
dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan. Surat Kuasam&déang Hak
Tanggungan memuat kuasa khusus dan dibuat dalatukb&kta notariil dan
akta dibawah tangan. Surat Kuasa Memasang Hak Tiaggg tidak berlaku
sepertigrosse akta yang mempunyai kekuatan seperti putusan péaga
sehingga Surat Kuasa Memasang Hak Tanggunganrtidakpunyai kekuatan
eksekutorial secara langsung seperti halnya dakmifiat Hak Tanggungan.

3. Untuk upaya penyelamatan kredit dapat dicegah dengalakukan
pengenalan dini terhadap hal-hal yang mengarahdeeperjadinya kredit
bermasalah dengan mengklasifikasikan semua krexdig ytelah diberikan,
dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dilaktdstnukturisasi untuk
kredit yang sesuai janji, kredit kurang lancar atpabila terjadi kredit
bermasalah akibat terjadi bencana aldoncé majeur). Untuk penyelesaian
kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara g&itan cara penjualan di

bawah tangan dan melalui jalur hukum.



4.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya segera membentuk Undang-uneiatang Perjanjian
Kredit Bank, karena sangat dibutuhkan dalam dumidgnkan dan hingga
saat ini belum ada pengaturan secara khusus tepdajagjian kredit.

2. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalambgrian
Kupedes BRI harus dinaikkan statusnya menjadi ARtmberian Hak
Tanggungan (APHT) dan didaftarkan agar mempuny&udin hukum
sepertigrosse akta pada Sertifikat Hak Tanggungan.

3. Apabila terjadi kredit macet, benda yang dijaminkédeh debitur hendaknya
akan dilakukan penjualan dibawah tangan karenah lefisien dan lebih

mudah dalam penyelesaiannya.
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